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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang '. a.

b.

bahwa cuti dan izin merupakan hak bagi pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik lndonesia setelah berkerja dalam
kurun waktu tertentu sebagai upaya pembinaan rohani atau
kepentingan personel yang bersangkutan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan cuti dan izin agar tertib,
teratur, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan
adanya aturan sebagai pedoman pemberian cuti dan izin
di lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik lndonesia tentang Tata Cara
Pemberian Cuti dan lzin di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik lndonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A02 tentang Kepolisian
Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a168);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak
Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5123)',

Mengingat : 1.

2.

3.

Peraturan .....



I

2

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
lndonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik lndonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah
alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pegawai Negeri pada Polri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah anggota
Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

3. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki
wewenang umum Kepolisian.

4. Cuti adalah keadaan untuk tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka
waktu tertentu kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. lzin adalah keadaan untuk tidak masuk kerja yang dberikan kepada Pegawai
untuk melaksanakan kepentingan pribadi atau dinas baik dilaksanakan
di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya sendiri, sponsor di luar
hak Cuti, dan/atau dinas.

6. Kepala Kesatuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Kasatfung adalah
pimpinan dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Atasan Langsung adalah pejabat Polri yang karena jabatannya membawahi
langsung anggota yang dipimpinnya.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

a. sebagai pedoman dalam pemberian Cuti dpn lzin kepada Pegawai;

b. terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan Polri dalam pemberian Cuti
dan lzin kepada Pegawai; dan

c, terpenuhinya hak-hak Pegawai, secara selektif untuk mendapatkan Cuti
dan lzin.

Pasal .....

l
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Pasal 3

Prinsip-prinsip dari peraturan ini:

a. legalitas, yaitu proses pemberian Cuti dan lzin kepada Pegawai dengan
berpedoma n pada ketentua n peratu ran peru ndang-undanga n ;

b. akuntabel, yaitu proses pengusulan pemberian Cuti dan lzin kepada Pegawai
dapat d ipertanggungjawabkan ;

c. transparan, yaitu pemberian Cuti dan lzin kepada Pegawai dilakukan secara
terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak;

d. kemanusiaan, yaitu proses pemberian Cuti dan lzin kepada Pegawai dengan
mempertimbangkan rasa kemanusiaan ;

e. selektif, yaitu pemberian Cuti dan lzin kepada Pegawai melalui proses
penyaringan dan mengutamakan skala prioritas; dan

f. proporsional, yaitu pemberian Cuti dan lzin kepada Pegawai dengan
memperhatikan keseimbangan antara jumlah personel dengan yang diberikan
Cuti atau lzin.

BAB II

CUTI

Bagian Kesatu
Jenis Cuti

Pasal 4

Jenis-jenis Cuti di lingkungan Polri sebagai berikut:

a. Cuti tahunan;

b. Cuti sakit;

c. Cuti istimewa;

d. Cuti lbadah keagamaan;

e, Cuti melahirkan;

f . Cuti di luar tanggungan negara; dan

g. Cuti karena alasan penting.

Bagian Kedua
Ketentuan Cuti

Pasal 5

(1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada
Pegawai dengan ketentuan:

a. telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus
berhak atas Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. diberikan .....



b. diberikan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan dapat diberikan 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun; dan

c. bagi Pegawai yang bertugas di lembaga pendidikan waktu Cuti

disesuaikan dengan masa liburan yang berlaku di lembaga pendidikan.

(2) Dalam hal Cuti dilaksanakan di daerah terpencil dan dipisahkan oleh lautan

dari kesatuan tempat bertugas yang bersangkutan, masa Cuti dapat ditambah

waktu perjalanan pergi pulang paling lama 7 (tujuh) hari dalam '1 (satu) kali

Cuti selama setahun. l

(3) Pegawai yang tidak mengambil Cuti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun karena

kefentingan tugas atau kondisi tertentu, hak Cuti tahunan dapat diberikan

secara akumulasi pada tahun berikutnya paling lama'18 (delapan belas) hari

kerja.

(4) pegawai yang bertugas di luar struktur organisasi Polri, pelaksanaan Cuti

mengikuti ketentuan yang berlaku pada organisasi setempat.

(5) Akumulasi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi

Pegawai yang Pernah lzin.

Pasal 6

pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus

*"-n"rrr, b"pit diberikan Cuti tahunan dengan tujuan ke luar negeri, paling lama

12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 7

(1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4rhuruf b diberikan kepada

Pegawai dengan ketentuan:

a. menderita sakit selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) hari yang

dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari dokter, diberikan Cuti

paling lama 6 (enam) hari;

b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Pegawai yang bersangkutan masih

sakit, harus dirujuk dengan surat keterangan dokter untuk pemeriksaan

lanjutan dari rumah sakit Polri/rumah sakit umum; dan

c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus Pegawai
yang bersangkutan masih sakit dan dirawat di rumah sakit, pejabat

yang berwenang mengeluarkan keputusan Cuti sakit berdasarkan surat {

keterangan dokter Yang merawat.

(2) Keputusan Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku
paiing lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpaniang 2 (dua) kali 6 (enam)

bulan.

(3) Apabila .....
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Apabila setelah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinyatakan belum sembuh,
Cuti sakit dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya,
dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan paling
lama 3 (tiga) tahun.

Apabila setelah 3 (tiga) tahun dinyatakan belum sembuh, dilaksanakan
evaluasi kesehatan oleh tim penguji kesehatan yang dipimpin oleh:

a. Kapusdokkes Polri, untuk Pegawai golongan Perwira Tinggi (Pati);

b. Kapusdokkes Polri, untuk Pegawai golongan Perwira Menengah
(Pamen) sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri yang bertugas
di Mabes Polri; dan

c. Kabiddokkes Polda, untuk Pegawai golongan Pamen sampai dengan
Brigadir Polri dan PNS Polri yang bertugas pada satuan kewilayahan.

Dalam hal hasil evaluasi kesehatan menyatakan bahwa yang bersangkutan
belum sembuh, dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas
Polri.

Format keputusan Cuti sakit tercantum dalam lampiran "A" yang rnerupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Cuti istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada
Pegawai dengan ketentuan:

a. telah selesai mengikuti pendidikan ppmbentukan, pendidikan
pengembangan umum, menjalankan tugas operasi kepolisian, misi
perdamaian di luar negeri, dan mengikuti kejuaraan olahraga tingkat
nasionaUlnternasional; dan

b. mengikuti kejuaraan olahraga tingkat nasional/lnternasional atau
pemusatan pelatihan atlet olahraga, dapat diberikan Cuti paling lama
30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang setiap bulan sekali sampai
selesai kegiatan kejuaraan.

Cuti istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama:

a. 6 (enam) hari untuk penugasan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan;
dan

b. 12 (dua belas) hari untuk penugasan di atas 6 (enam) bulan.

Pegawai yang melaksanakan Cuti istimewa tidak diberikan tunjangan kinerja.

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal .....
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Pasal 9

Cuti ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas.

a. Cuti ibadah haji;

b. Cuti ibadah umroh; dan

c. Cuti ibadah keagamaan lainnya.

Pasal 10

(1) Cuti ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a diberikan
dengan ketentuan:

a. Cuti ibadah haji dengan Ongkos Naik Haji (ONH) biasa, diberikan
paling lama 45 (empat puluh lima) hari ; dan

b. Cuti ibadah haji dengan ONH Plus, diberikan paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

Cuti lbadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lbadah Haji yang
ke dua kali dan seterusnya diberikan setiap 3 (tiga) tahun sekali;

Pegawai yang melakukan Cuti ibadah haji tidak diizinkan untuk Cuti umroh
pada tahun yang sama;

(4) Pegawai yang baru melaksanakan Cuti ibadah haji, tidak diberikan hak untuk
melaksanakan Cuti tahunan atau Cuti tahunan ke luar negeri dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 11 
t

(1) Cuti ibadah umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b untuk
ibadah umroh yang kedua kali dan seterusnya diberikan setiap 2 (dua) tahun
sekali;

(2) Cuti ibadah umroh diberikan paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 12

Cuti ibadah keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c
untuk ibadah keagamaan lainnya yang kedua kali dan seterusnya diberikan
setiap (2) dua tahun sekali;

Cuti ibadah keagamaan lainnya diberikan paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 13

(1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan
kepada Pegawai dengan ketentuan:

a. paling.....

(2)

(3)

(1)

(2)
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a. paling lama 3 (tiga) bulan;

b. untuk persalinan anak pertama dan kedua; dan

c. paling lama 45 (empat puluh lima) hari, bagi Pegawai yang
kandungannya mengalami keguguran atau bayinya meninggal dunia
dalam kandungan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh tunjangan kinerja
selama menjalani masa Cuti melahirkan.

Pasal 14

Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan:

a. karena alasan pribadi yang sangat penting dan mendesak, sehingga harus
meninggalkan tugas kedinasan;

b. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara
terus menerus;

c. melahirkan anak ke-3 (tiga) dan seterusnya.

Pasal 15

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b diberikan kepada
Pegawai yang mengikuti suami/istri bertugas di luar negeri dalam waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan atau mengikuti pendidikan atas
perintah kedinasan

(2) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana Jirut ruO pada ayat (1)

diberikan paling lama 4 (empat) tahun selama menjadi Pegawai, yang

diberikan setiap tahun dan dapat diperpanjang setahun sekali sampai dengan
3 (tiga) kali.

(3) Selama menjalankan Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan
tanggung jawab jabatan, serta hak-hak lainnya dari negara.

(4) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf c, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Selama menjalankan Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pegawai yang bersangkutan tidak dibebaskan dari tugas dan
tanggung jawab jabatan, serta hak-hak lainnya dari negara.

(6) Jangka waktu Cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai
masa kerja Polri.

Pasal .....
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Pasal 16

(1) Setelah jangka waktu Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a

dan huruf b berakhir, Pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan diri

secara tertulis ditujukan kepada Kapolri.

(2) Apabila Pegawai tidak melaporkan diri setelah masa Cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat dikenakan sanksi disiplin atau Kode
Etik Profesi Polri.

Pasal 17

(1) Cuti karena alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g

diberikan kepada Pegawai, dalam hal:

a. suami/istri, anak/menantu, orang tua kandung/tiri, atau mertua sakit
keras atau meninggal dunia;

b. sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana untuk
kepentingan pemeriksaan pada tingkat penyidikan/penuntutan/
persidangan; dan

c. melangsungkan pernikahan.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling lama 6 (enam) hari
dalam 1 (satu) tahun, dan apabila lebih dari 6 (enam) hari, kelebihan waktunya
dikurangkan dari hak Cuti tahunan.

Pasal 1B

(1) Pegawai yang sedang menjalankan Cuti tahunan, Cuti istimewa, dan Cuti
karena alasan penting sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk kembali berdinas
karena kepentingan organisasi. r

(2) Pegawai yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sisa waktu Cuti
yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai yang bersangkutan.

(3) Pegawai yang telah diberikan surat Cuti dapat ditangguhkan atau dicabut hak

Cutinya, untuk kepentingan organisasi yang mendesak.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

Pasal 19

Pejabat yang berwenang memberikan Cuti dalam negeri sebagai berikut:

a. tingkat Mabes Polri:

1. Kapolri, untuk pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda; dan

2. Kasatfung, untuk Pati Polri, Pamen Polri, Pama Polri, Brigadir Polri, dan
PNS Polri yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing;

b. tingkat .....
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b. tingkat Polda:

1. Kapolda, untuk Wakapolda, Kombes Pol, Ajun Komisaris Besar Polisi

(AKBP) sebagai pejabat utama Polda, dan Kapolres; dan

2. Kasatfung, untuk AKBP sampai dengan Brigadir Polri, dan PNS Polri,
yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing;

c. tingkat Polres:

1. Kapolres, untuk Pamen Polri, Pama Polri, dan Kapolsek; dan

Z. Wakapolres, untuk Brigadir Polri dan PNS Polri di lingkungan Polres

dan Polsek.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang memberikan Cuti ke luar negeri sebagai berikut:

a. Kapolri, untuk Pati Polri, dan Kombes Pol sebagai Pejabat Utama Mabes Polri;

b. As SDM Kapolri untuk Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri dan PNS

Polri; dan

c. Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri, Khusus Cuti

keagamaan bagi AKBP sampai dengan Brigadir Polri, dan PNS Polri'

Bagian KeemPat
Persyaratan Admi nistrasi Cuti

Pasal 21

Persyaratan administrasi Cuti tahunan meliputi:

a. permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung diketahui oleh

Atasan Langsung;

b. penilaian kinerja Pegawai, dan

c. rekomendasi dari Atasan Langsung atau pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Persyaratan administrasi Cuti tahunan ke luar negeri meliputi:

a. permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung Mabes

Polri/Kapolda;

b. daftar riwayat hidup diketahui oleh pejabat pengemban fungsi SDM;

c. fotokopi surat keputusan/keputusan pengangkatan pertama menjadi Pegawai;

d. surat permohonan dari Kasatfung Mabes Polri/Kapolda kepada:

1. Kapolri, untuk pejabat utama Mabds Polri dan Pati Polri;

2. As SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol sampai dengan
Brigadir, dan PNS Polri.

Pasal.....
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Pasal 23

(1) Persyaratan administrasi Cuti sakit meliputi:

a. pemberitahuan dari yang bersangkutan atau keluarganya;

b. rekomendasi dari Kasatfung tingkat Mabes Polri/Kasatwil; dan

c. surat keterangan sakit dari dokter.

(2) Khusus bagi Pegawai yang sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau akan
berobat ke luar negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib melampirkan surat keterangan dari:

a. Kapusdokkes Polri, untuk Pegawai pada tingkat Mabes Polri dan Pati
Polri pada tingkat kewilayahan; atau

b. Kabiddokkes Polda, untuk Pegawai pada tingkat kewilayahan.

Pasal 24

(1) Persyaratan administrasi Cuti istimewa meliputi:

a. permohonan tertulis dari yang bersangkutan;

b. daftar riwayat hidup diketahui oleh pejabat pengemban fungsi SDM
pada Satfung/Satwil masing-masing;

c. surat perintah tugas:

1. mengikuti pendidikan pengembangan umum;

2. operasi daerah konflik di dalam negeri; dan

3. misi perdamaian di luar negeri.

(2) Persyaratan administrasi Cuti istimewa bagi Pegawai yang mengikuti
kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasion-al dan/atau pemusatan
pelatihan, meliputi permohonan tertulis dari pimpinan organisasi cabang
olahraga yang diikuti atau pengurus Komite Olahraga Nasional lndonesia
(KoNl).

Pasal 25

Persyaratan administrasi Cuti ibadah keagamaan meliputi:

a. surat permohonan dari Kasatfung tingkat Mabes Polri/Kapolda kepada:

1. Kapolri, untuk Pati Polri, dan Kombes Pol sebagai pejabat utama
Mabes Polri;

2. As SDM Kapolri, untuk Kombes Pol; dan

3. As SDM Kapolri u.p. Karowatpers SSDM Polri, untuk AKBP sampai
dengan Brigadir Polri dan PNS Polt'i;

b. surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh Atasan Langsung;

c. fotokopi surat keputusan/keputusan pengangkatan pertama; dan

d. fotokopi bukti setoran ONH/umroh/biaya keagamaan lainnya.

Pasal .....
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Pasal 26

Persyaratan administrasi Cuti melahirkan meliputi:

a. permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Atasan Langsung;

b. surat keterangan dokter; dan

c. surat usulan dariAtasan Langsung kepada KasatfunglKasatwil.

Pasal2T

Persyaratan administrasi Cuti di luar tanggungan negara meliputi:

a. permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung Mabes

PolriiKapolda;

b. usulan terlulis Kasatfung Mabes Pclri /Kapolda kepada Kapolri;

c. daftar riwayat hidup diketahui oleh pejabat pengemban fungsi SDM;

d. surat keterangan atau alasan yang bersangkutan mengajukan Cuti di luar

tanggungan negara;

e. surat pernyataan bersedia kembali berdinas tepat waktu;

f. fotokopi surat keputusan/keputusan pertama menjadi Pegawai;

g. fotokopi surat keputusan/keputusan jabatan terakhir;

h. fotokopi surat penugasan suami, bagi yang bertugas di luar negeri; dan

i. surat keterangan dokter bagi yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya.

Pasal 28

Persyaratan administrasi cuti karena alasan penting meliputi:

a. permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Atasan Langsung;

b. pemberitahuantentang kematian, apabila keluargameninggaldunia;

c. surat keterangan dokter, apabila orang tua kandung/mertua/suami/istrilanak
sakit keras;

d. surat lzin nikah, bagi yang akan melaksanakan pernikahan; atau

e. surat keterangan/penjelasan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu perkara

pidana dari aParat Penegak hukum.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengusulan Cuti

Pasal 29

Tata cara pengusulan Cuti tahunan, Cuti sakit, Cuti istimewa, Cuti melahirkan dan

Cuti karena alasan penting sebagai berikut:

a. tingkat Mabes Polri:

1. pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda:

a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kapolri; dan

b) setelah . -...
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b) setelah mendapat persetujuan Kapolri, As SDM Kapolri melalui
Karowatpers SSDM Polri menyiapkan surat Cuti untuk
ditandatangani Kapolri atau Wakapolri apabila Kapolri
berhalangan;

2. Pati Polri yang bukan pejabat utama Mabes Polri, dan Kombes Pol:

a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kasatfung; dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat
pengemban fungsi SDM pada Satfung masing-masing
menyiapkan surat Cuti untuk ditandatangani Kasatfung;

3. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kasatfung melalui
Atasan Langsung;

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat
pengemban fungsi SDM pada Satfung masing-masing
menyiapkan surat Cuti untuk ditandatangani Kasatfung; dan

c) Kasatfung dapat mendelegasikan kewenangan
penandatanganan surat Cuti kepada pejabat satu tingkat yang
ada di bawahnya,

tingkat Polda:

1. Wakapolda, pejabat utama Polda dan Kapolres:

a) mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kapolda;
dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolda, Karo SDM Polda
menyiapkan surat Cuti untuk ditandatangani Kapolda atau
Wakapolda apabila Kapolda berhalanga'n;

2. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

a) mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kasatfung;
dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat
pengemban fungsi administrasi personel pada masing-masing
Satfung menyiapkan surat Cuti untuk ditandatangani Kasatfung;

tingkat Polres:

1. Wakapolres, PamenlPama Polres dan Kapolsek:

a) mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kapolres;
dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolres, Kepala Bagian
Sumber Daya Polres menyiapkan surat Cuti untuk
ditandatangani Kapolres atau Wakapolres apabila Kapolres
berhalangan;

2. Brigadir.....
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2. Brigadir Polri dan PNS Polri:

a) mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kapolres/
Wakapolres; dan

b) setelah mendapat persetujuan dari KapolresANakapolres, Kepala

Bagian sumber Daya Polres menyiapkan surat cuti untuk

ditandatangani WakaPolres.

Pasal 30

(i) permohonan Cuti tahunan, Cuti istimewa, dan Cuti melahirkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum

pelaksanaan Cuti.

(2) permohonan Cuti sakit dan Cuti karena alasan penting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 diajukan sesuai kebutuhan'

Pasal 31

(1) Tata cara pengusulan Cuti ibadah keagamaan sebagai berikut:

a. pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda:

1. mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kapolri;

dan

2. setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, As SDM Kapolri

menyiapkan surat Cuti untuk ditandatangani Kapolri;

b. Pati Polri yang bukan pejabat utama Mabes Polri:

1. mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kapolri

melalui Kasatfung; dan 
r

2. setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, As SDM Kapolri

menyiapkan surat Cuti untuk ditandatangani Wakapolri;

c. Kombes Pol:

1. mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada As SDM

Kapolri melalui Kasatfung/Kapolda; dan

2. setelah mendapat persetujuan dari As SDM Kapolri, Karowatpers

ssDM Polri menyiapkan surat cuti untuk ditandatanganiAs sDM

Kapolri;

d. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

1. mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada As SDM

Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri; dan

2. setelah mendapat persetujuan dari Karowatpers SSDM Polri,

Kepala Bagian Pelayanan Hak menyiapkan surat cuti untuk

ditandatangani Karowatpers SSDM Polri.

(2) Permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Cuti.

Pasal .....
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Pasal 32

Tata cara pengusulan Cuti di luar tanggungan negara sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Kapolri melalui

fasJtfung/Kapolda, dengan tembusan As SDM Kapolri;

b. As SDM Kapolri memberikan pendapat dan saran kepada Kapolri atas

permohonan Cuti di luar tanggungan negara; dan

c. apabila Kapolri menyetujui, Karowatpers SSDM Polri menyiapkan surat

Cuti untuk ditandatangani Kapolri'

permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

lambat diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan cuti.

Pasal 33

Tata cara pengusulan Cuti tahunan ke luar negeri sebagai berikut:

a. Pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda:

1. mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Kapolri;

dan

2. setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, As SDM Kapolri

menyiapkansuratCutiuntukditandatanganiKapolri;

b. Pati Polri yang bukan pejabat utama Mabes Poli'i'

1. mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Kapolri

melalui Kasatfung;

2. setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, As SDM Kapolri

menyiapkan surat cuti untuk ditandatangani wakapolri;

c. Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

1. mengajukan permohonan Cuti secaia tertulis kepada As SDM

Kapolri melalui Kasatfung/Kapolda; dan

2. setelah mendapat persetujuan dariAs SDM Kapolri, Karowatpers

SSDM polri menyiapkan surat Cuti untuk ditandatanganiAs SDM

KaPolri.

permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan cuti.

Pasal 34

Format permohonan Cuti tercantum dalam lampiran "8" yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini'

Format surat Cuti tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Format Keputusan Kapolri tentang cuti di Luar Tanggungan Negara tercantum

dalam lampiran "p'i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini' 
8A8.....

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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BAB III

tztN

Bagian Kesatu
lzin Dalam Negeri

Pasal 35

1) lzin di dalam negeri diberikan kepada Pegawai untuk:

a. menghadiri undanganseminar/lokakarya/kegiatanakademis;
b. berobaUsakit; dan
c. kepentingan pribadi.

2i lzin di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan
paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua
lzin Ke Luar Negeri

Pasal 36

(1) lzin ke luar negeri diberikan kepada Pegawai untuk:

a. menghadiri undangan seminar, lokakarya, studi banding, atau kegiatan
akademis atas biaya sendiri/sponsor atau diluar biaya dinas;

b. berobat;

c. mengantar/menjemput orang sakit;

d. mengantar/mengambiljenazah; dan

e. kepentingan pribadi. ,

(2) lzin ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama
6 (enam) hari; dan

(3) lzin ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e
diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan apabila
melebihi maka kelebihan waktunya dikurangkan dari hak cuti tahunan.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Memberikan lzin

Pasal 37

Pejabat yang berwenang memberikan lzin dalam negeri sebagai berikut:

a tingkat Mabes Polri:

1. Kapolri, untuk Pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda; dan

2. Kasatfung, untuk Pati Polri, Pamen Polri, Pama Polri, Brigadir Polri, dan
PNS Polri yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing;

b. tingkat..,..
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b. tingkat Polda:

1. Kapolda, untuk Wakapolda, Kombes Pol, AKBP sebagai pejabat utama
Polda, dan Kapolres; dan

2. Kasatfung, untuk AKBP sampai dengan Brigadir Polri, dan PNS Polri,
yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing.

c. tingkat Polres:

1. Kapolres, untuk Pamen Polri, Pama Polri, dan Kapolsek; dan

2. Wakapolres, untuk Brigadir Polri dan PNS Polri di lingkungan Polres
dan Polsek.

Pasal 38

Pejabat yang benruenang memberikan lzin ke luar negeri sebagai berikut:

a. Kapolri, untuk Pati Polri, dan Kombes Pol sebagai Pejabat Utama Mabes Polri;
dan

b. As SDM Kapolri, untuk Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri dan PNS
Polri.

Bagian Keempat
Persyaratan Administrasi lzin

Pasal 39

Persyaratan administrasi lzin di dalam negeri meliputi:

a. menghadiriundanganseminar/lokakarya/kegiatanalcademis:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung
Mabes Polri/ Kasatwil; dan

2. fotokopi surat undangan dari panitia seminar/lokakarya/kegiatan
akademis atau sponsor;

b. berobaVsakit:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung/
Kasatwil; dan

2. surat keterangan sakit dari dokter yang merawat;

c. kepentingan pribadi:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung/
Kasatwil; dan

2. suraVdokumen lainnya yang berkaitan dengan lzin untuk kepentingan
pribadi.

Pasal .....
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Pasal 40

Persyaratan administrasi lzin luar negeri meliputi:

a. menghadiriundanganseminar/lokakarya/kegiatanakademis:

1. surat permohonan dari pemohon kepada Kasatfung Mabes Polri/
Kapolda;

2. surat permohonan dari Kasatfung Mabes Polri/Kapolda kepada:

a) Kapolri untuk pejabat utama Mabes Polri, dan Pati Polri; dan

b) As SDM Kapolri untuk Anggota Polri berpangkat Kombes Pol
sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri;

3. daftar riwayat hidup yang diketahui oleh pejabat pengemban fungsi
SDM;

4. fotokopi surat keputusan/keputusan pengangkatan pertama menjadi
Pegawai; dan

5. surat undangan dari panitia penyelenggara atau sponsor;

b. berobat:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya
kepada Kasatfung Mabes Polri/Kapolda; dan

2. surat permohonan dari Kasatfung Mabes Polri/Kapolda kepada:

a) Kapolri, untuk pejabat utama Mabes Polri, Pati Polri dan
Kapolda; dan

b) As SDM Kapolri, untuk Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri
dan PNS Polri;

3. surat rekomendasi Kapusdokkes Polri, untuk pejabat utama Mabes
Polri, Pati Polri, Kapolda, dan Pegawai di tingkat Mabes Polri; dan

4. surat rekomendasi dari Kabiddokes Polda, untuk Pegawai di tingkat
kewilayahan;

c. mengantar/menjemput orang sakit:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung
Mabes Polri/Kapolda;

2. surat permohonan dari Kasatfung Mabes Polri/Kapolda kepada:

a) Kapolri untuk pejabat utama. Mabes Polri dan Pati Polri; dan

b) As SDM Kapolri, untuk Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri
dan PNS Polri;

d. mengantar.....
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d. mengantar/mengambiljenazah:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung
Mabes Polri/Kapolda;

2. surat permohonan dari Kasatfung Mabes Polri/Kapolda kepada:

a) Kapolri untuk pejabat utama Mabes Polri dan Pati Polri; dan

b) As SDM Kapolri, untuk Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri
dan PNS Polri;

3. melampirkan fotokopi surat keterangan kematian atau berita duka;

e. kepentingan pribadi:

1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung
Mabes Polri/Kapolda;

2. surat permohonan dari Kasatfung Mabes Polri/Kapolda kepada:

a) Kapolri, untuk pejabat utama Mabes Polri, Pati Polri, dan
Kapolda; dan

b) As SDM Kapolri, untuk Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri
dan PNS Polri;

3. fotokopi surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan
lzin kepentingan pribadi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengusulan lzin Dalam Negeri

Pasal 41 t

Tata cara pengusulan lzin dalam negeri sebagai berikut:

a. tingkat Mabes Polri:

1. pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda yang akan lzin:

a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kapolri; dan

b) setelah mendapat persetujuan Kapolri, As SDM Kapolri melalui
Karowatpers SSDM Polri menyiapkan surat lzin untuk
ditandatangani Kapolri atau Wakapolri apabila Kapolri
berhalangan;

2. Pati Polri yang bukan pejabat utama Mabes Polri dan Kombes Pol:

a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kasatfung; dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat
pengemban fungsi SDM pada Satfung masing-masing
menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani Kasatfung;

3. AKBP .....



19

3. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kasatfung melalui
Atasan Langsung;

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat
pengemban fungsi SDM pada Satfung masing-masing
menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani Kasatfung; dan

c) Kasatfung dapat mendelegasikan kewenangan
penandatanganan surat lzin kepada pejabat satu tingkat yang
ada di bawahnya;

b. tingkat Polda:

1. Wakapolda, pejabat utama Polda dan Kapolres:

a) mengajukan permohonan lzin secara tertulis kepada Kapolda;
dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolda, Karo SDM Polda
menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani Kapolda atau
Wakapolda apabila Kapolda berhalangan;

2. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

a) mengajukan permohonan lzin secara tertulis kepada Kasatfung;
dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat
pengemban fungsi administrasi personel pada masing-masing
Satfung menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani Kasatfung;

c. tingkat Polres:

1 . Wakapolres, Pamen lPama Polres dan Kapolsek:

a) mengajukan permohonan lzin secara tertulis kepada Kapolres;
dan

b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolres, Kepala Bagian
Sumber Daya Polres menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani
Kapolres atau Wakapolres apabila Kapolres berhalangan;

2. Brigadir Polri dan PNS Polri:

a) mengajukan permohonan lzin secara tertulis kepada
Kapolres/Wakapolres : dan

b) setelah mendapat persetujuan dari KapolresA//akapolres, Kepala
Bagian Sumber Daya Polres menyiapkan surat lzin untuk
d ita ndatan gani Wakapolres.

Pasal42

Permohonan lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lzin.

Bagian ... ..
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Bagian Keenam
Tata Cara Pengusulan lzin ke Luar Negeri

Pasal 43

Tata cara pengusulan lzin ke luar negeri sebagai berikut:

a. pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda:

1. mengajukan permohonan lzin secara terlulis kepada Kapolri; dan

2. setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, As SDM Kapolri

menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani Kapolri;

b. Pati Polri yang bukan pejabat utama Mabes Polri:

i. mengajukan permohonan lzin secara tertulis kepada Kapolri melalui

Kasatfung; dan

2. setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, As SDM Kapolri

menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani Wakapolri;

c. Kombes Pol sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri:

i. mengajukan permohonan lzin secara tertulis kepada As SDM Kapolri

melalui Kasatfung/KaPolda; dan

Z. setelah mendapat persetujuan dari As SDM Kapolri, Karowatpers

SSDM Polri menyiapkan surat lzin untuk ditandatangani As SDM

KaPolri.

Pasal 44

permohonan lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan paling lambat

14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lzin. I

Pasal 45

(1) Format permohonan lzin tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Format surat lzin tercantum dalam lampiran "F" yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46 '

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:

Skep/1005/Xll/2004 tentang Pedoman Administrasi Tata Cara Pengajuan dan

Pemberian lzin dan Cuti di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....
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Pasal 47

Peraturan lGpolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta
2012

EGARA REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan diJakarta
padatanggal 5 Juli

MENTERI HUKUM DAl{ HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NECTARA REPUBLIK TNDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 685

fsr
q,-

{4J I

t

AtrllR SYAilSUDI



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK TNDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



A.

B.

C.

D.

DAFTAR LAMPIRAN

FoRMATKEPUTUSANKAPoLRITENTANGCUTISAKIT

FORMAT PERMOHONAN CUTI

FORMAT SURAT CUTI

FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN

NEGARA

FORMAT PERMOHONAN IZIN

FORMAT SURAT IZIN

E.

F.
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A. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG CUTI SAKIT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tentang

CUTI SAKIT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka. ......, dipandang perlu

Mengingat

menetapkan keputusan.

. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A02 Entang Kepolisian Negara
Republik lndonesia;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor
21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik lndonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor
22Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
Tingkat Kepolisian Daerah;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor
... ...Tahun... ... ..tentang... ..

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG CUTI SAKIT

1. memberikan cuti sakit selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal .......sampai dengan tanggal ........kepada:
a. nama .

b. pangkat/golongan .

c. NRP
d. jabatan
e. kesatuan
i gaji pokok
g. masa kerja .

h. cuti dilaksanakan di.

2. keputusan ini mulai bedaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ... ..



KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/......../....... /2012
TANGGAL. ................ .......2012

Dengan catatan:

1. selama menjalankan cuti sakit, yang bersangkutan berhak

menerima Penghasilan dari negara,

2. jangka waktu cuti sakit diperhitungkan sebagai masa kerja Polri;

3. setelah jangka waktu cuti sakit yang bersangkutan masih sakit

atau sembuh, yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara

tertulis kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri'

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. lrwasum Polri;

2. KadivProPam Polri;

3. Kasatker... ... ..;

4. Kapusdokkes Polri'

ASLI/PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

B. FORMAT.....
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B. FORMAT PERMOHONAN CUTI

KOPSTUK

PERMOHONAN CUTI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
a. nama
b. pangkat :

c. NRP/NIP:
d. jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diberi.
a. Cuti tahunan;
b. Cuti sakit;
c. Cuti istimewa;
d. Cuti ibadah keagamaan;
e. Cuti melahirkan;
f. Cuti di luar tanggungan negara;
g Cuti karena alasan Penting,
h. Cuti tahunan ke luar negeri.

(pilih salah satu dan beri tanda lingkaran)

Dengan ketentuan sebagai berikut:
- lama cuti
- mulai tanggal:
- tujuan :

- transportasi :

- pengikut .

- keterangan :

- lain-lain

Men getah ui/Menyetuj u i

ATASAN LANGS U NG/PEJABAT
PENGEMBAN FUNGSI SDM......

Jakarta, 20.....

Yang Mengajukan

PANGKAT/NRP PANGKAT/NRPINIP

Catatan Biro SDM:

1. tercataVsudah mengambil cuti ...... selama.... hari;

2. yang bersangkutan masih/tidak berhak mengambil cuti ... ... selama ... . hari.

C. FORMAT .....



FORMAT SURAT CUTI

KOPSTUK

SURAT CUTI
Nomor. ......1......1.....

Nama

PangkaUGol/NRP/NlP

Jabatan

Kesatuan

Diberi izin oleh

Jenis cuti

Lama cuti

Mulaitanggal

Sampai dengan tanggal:

Pergidari

Tujuan ke

Transportasi

Pengikut

Catatan

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

KASATFUNG/KASATWIL

Tembusan:
1.

2.

PANGKAT/NRP
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FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN

NEGARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPOLI NE
Nomor: Kep/.. .....1......

tentang

R
t20...

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan . 1.

2.

Menetapkan .

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

: bahwa dalam rangka. dipandang perlu

menetapkan kePutusan.

.. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik lndonesia,

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor

21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja

satuan organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara

Republik lndonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor

22Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat KePolisian Daerah;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor

......Tahun........tentang . .

Surat Kasatfung/Kasatwil

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN

NEGARA.

1. memberikan cuti di luar tanggungan negara selama 1 (satu) tahun

terhitung mulai tanggal ... ....sampai dengan tanggal ... . ".'kepada:
a. nama

c. NRP
d. kesatuan
e. gaji
f. masa kerja golongan: . .,....tahun. ...bulan;

g. cuti dilaksanakan di : (alamat di luar negeri). .. '. . . .. ... ;

2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan .....



2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/......../......../2012
TANGGAL: ........................2012

Dengan catatan:

1. selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, yang

bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara;

2. jangka waktu cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan
sebagai Masa Kerja Polri;

3. setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir,
yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada
Kapolri u.p. As SDM Kapolri,

4. apabila tidak melaporkan diri tepat waktu, yang bersangkutan
akan dikenakan sanksi disiplin atau kode etik profesi Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

2. Wakapolri;

3. lrwasum Polri;

4. Asrena Kapolri;

5. Kasatfung/Kasatwil ... ... .;

6. Kapuskeu Polri;

7. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero).

ASLI/PETI(AN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

E. FORMAT .. . ..



E. FORMAT PERMOHONAN IZIN

KOPSTUK

PERMOHONAN IZIN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. nama :

b. pangkat :

c NRP/NIP:
d. jabatan

2. Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk:

a. menghadiii 
-undangan 

seminar, lokakarya, studi banding, atau kegiatan

akademis;
b. berobat sakit;
c. mengantar/menjemputorangsakit;
d. mengantar/mengambiljenazah',
e. kepentingan Pribadi.

(pilih salah satu dan beritanda lingkaran)

Dengan ketentuan sebagai berikut:
- lama izin .

- mulai tanggal:
- tujuan .

- transportasi .

- pengikut .

- keterangan :

- lain-lain ' .

Mengetahui/Menyetujui Jakarta, 20""'

ATASANLANGSUNG/PEJABATYangMengajukan
PENGEMBAN FUNGSI SDM......

PANGKAT/NRP PANGKAT/NRP/NIP

Catatan Biro SDM:

1. tercataVsudah mengambil izin..'... selama '... hari;

2. yang bersangkutan masih/tidak berhak mengambil izin ....'. selama.... hari'

F. FORMAT.....
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F. FORMAT SURAT IZIN

KOPSTUK

SURAT IZIN
Nomor: Sl/.... .. 1......1.....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka
mengeluarkan surat izin.

dipandang perlu

Dasar . 1.

2.

Kepada : nama

DIIZINKAN

pangkaVNRP/NlP : .......
jabatan
kesatuan
pengikut

untuk : melaksanakan. .:..........., dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok;
2. tidak menyalahgunakan keduclukannya sebagai Pegawai Negeri

pada Polri; I
3. izin berlaku mulai tanggal...... .....sampai dengan.

Surat izin ini untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

KASATFUNG/KASATWIL

Tembusan:
1. PANGKAT/NRP
2

SURAT .....



T
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KOPSTUK

SURAT IZIN SAKIT

Pertimbangan:

Nomor: Sl/.... ..1......1.....

Surat Sertifikat Dokter Kabidkesmapta selaku Ketua Panitia Penguji

Kesehatan Polri (PPKP)Tingkat Pusat Nomor: ....tanggal.
dipandang perlu untuk mengeluarkan surat izin.

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor.....
Tahun......tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan lzin di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik lndonesia;

Dasar :

2.

DIIZINKAN

Kepada : nama
pangkaVNRP/NlP
jabatan
kesatuan

Untuk : melaksanakan izin sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri
pada Polri;

2. izin berlaku mulaitanggal...... ..'..sampai dengan.

untuk dilaksanakan dan diindahkan.Surat izin ini

Dikeluarkan di:
pada tanggal : 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. lrwasum Polri.
4. Kadivpropam Polri.

Drs PRASETYO, S.H., M M., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERTL POLISI

SURAT .....



KOPSTUK

SURAT IZIN JAI-AN
Nomor: SIJ/... ...1..... J.....

Diberikan kepada

Nama

PangkaVGoYNRP/NlP

Jabatan

Pengikut

Pergidari

Tujuan ke

Keperluan

Transportasi

Berangkat tanggal

Kembalitanggal

Catatan

Dikeluarkan di:
padatanggal :

r KASATFUNG/<ASATWIL

PANGKAT/NRF

Keteranoan:

Surat izin jalan yang ditandatangani oleh pejabat yang lebih rendah dari pejabat yang
akan berpergian diganti menjadisurat jalan (kata izin dihilangkan).

Ditetapkan di Jakarta
pada tangg4,,...-., p.. Junl

,. i
l' lr'. .i .

2012

,-N EGARA REPU BLr K rN DON ES|A

J€NU€RAL POLISI
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